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Abstract : Abstract 
This study is based on the importance of technological adaptation in public 
financial management to support the implementation of Public Financial 
Management (PFM) principles in the health service sector. Suwawa Public 
Health Center (Puskesmas Suwawa), as a primary healthcare facility, manages 
various funding sources that require effective, transparent, and accountable 
financial management. However, several obstacles were still identified in its 
implementation, including limited technological infrastructure, unstable internet 
networks, administrative delays, and inadequate human resource capacity in 
operating digital systems. The purpose of this study was to examine the 
adaptation of financial management technology and its conformity with Public 
Financial Management (PFM) principles at Suwawa Public Health Center, Bone 
Bolango Regency. This study employed a descriptive method with a qualitative 
approach. Data were collected through observation, interviews, and 
documentation. The findings revealed that the adaptation of financial 
management technology has undergone a transformation from a manual 
system to a digital-based system through the implementation of the Regional 
Government Information System (Sistem Informasi Pemerintah Daerah/SIPD). 
In terms of the level of adaptation, the use of technology has improved the 
orderliness of financial recording, reporting transparency, budget execution 
control, and compliance with administrative procedures. Meanwhile, in terms of 
the stage of technology adoption, the utilization of SIPD is still at a developing 
stage because its implementation has not yet been fully consistent and still 
requires operational adjustments. Therefore, the adaptation of financial 
management technology has supported the principles of Public Financial 
Management (PFM), although it still requires stronger infrastructure support and 
improved human resource competencies to achieve more effective and 
accountable financial management. 
 
Keyword : Technology Adaptation, Financial Management, Public Financial 
Management, Public Health Center (Puskesmas) 
 
Abstrak : Penelitian ini berangkat dari pentingnya adaptasi teknologi dalam 
pengelolaan keuangan publik guna mendukung penerapan prinsip-prinsip 
Public Financial Management (PFM) pada sektor pelayanan kesehatan. 
Puskesmas Suwawa sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama 
mengelola berbagai sumber dana yang menuntut pengelolaan efektif, 
transparan, dan akuntabel. Namun, pelaksanaannya masih ditemukan kendala 
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berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, jaringan internet belum stabil, 
keterlambatan administrasi, serta kemampuan sumber daya manusia belum 
memadai menggunakan sistem digital. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 
adaptasi teknologi pengelolaan keuangan serta kesesuaiannya dengan prinsip-
prinsip Public Financial Management (PFM) di Puskesmas Suwawa Kabupaten 
Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adaptasi teknologi 
pengelolaan keuangan mengalami proses perubahan dari sistem manual 
menuju sistem berbasis digital melalui pemanfaatan Sistem Informasi 
Pemerintah Daerah (SIPD). Dari sisi tingkat adaptasi, penggunaan teknologi 
meningkatkan keteraturan pencatatan, transparansi pelaporan, kontrol 
pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan prosedur administrasi. Sementara itu, 
dari sisi tahap adopsi teknologi, pemanfaatan SIPD masih berada pada tahap 
berkembang karena penggunaannya belum konsisten dan masih memerlukan 
penyesuaian operasional. Dengan demikian, adaptasi teknologi pengelolaan 
keuangan telah mendukung prinsip-prinsip PFM, namun masih memerlukan 
penguatan infrastruktur dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia 
agar pengelolaan keuangan lebih efektif dan akuntabel. 
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PENDAHULUAN  

Pengelolaan keuangan publik (Public Financial Management/PFM) 

merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran negara dan daerah 

untuk pelayanan masyarakat. Kualitas pengelolaan keuangan menentukan apakah 

anggaran dapat digunakan secara efektif, transparan, dan akuntabel atau justru 

menimbulkan penyimpangan. Secara global, penguatan PFM dilakukan melalui 

berbagai reformasi, salah satunya dengan penerapan sistem digital dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi 

dinilai mampu meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan pencatatan, 

mempercepat penyajian data, dan memperkuat transparansi pengelolaan 

keuangan (Kristensen et al., 2019). 

Di Indonesia, reformasi pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan 

melalui penerapan sistem informasi keuangan yang terintegrasi. Namun, berbagai 

temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa masih terdapat 

banyak masalah dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. 

Permasalahan tersebut mencakup ketidakpatuhan administrasi, lemahnya 

pengawasan, serta kerugian negara yang sebagian besar terjadi di pemerintah 

daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa adaptasi teknologi pengelolaan keuangan 

masih perlu diperkuat agar tata kelola keuangan menjadi lebih efektif, transparan, 

dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik. 

Di Provinsi Gorontalo, permasalahan pengelolaan keuangan juga pernah 

ditemukan pada laporan pertanggungjawaban belanja daerah yang nilainya tidak 

dapat diyakini sepenuhnya kebenarannya. Sementara itu, di Kabupaten Bone 

Bolango terjadi perkembangan dalam pengelolaan APBD, terutama pada 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perubahan struktur belanja yang 

mulai memberi ruang lebih besar pada pelayanan publik dan pembangunan. Dalam 

sektor kesehatan, pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan sebagian 

anggaran untuk mendukung pelayanan kesehatan, termasuk operasional 

Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (Lestari & 

Prabowo, 2024). 

Puskesmas Suwawa sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan di 

Kabupaten Bone Bolango mengelola berbagai sumber dana, seperti dana kapitasi 

JKN, dana operasional kesehatan, dan dukungan APBD. Pengelolaan dana 

tersebut menuntut adanya sistem administrasi dan pelaporan yang tertib agar 

seluruh penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan 

dan tepat waktu. Karena itu, penerapan teknologi dalam pengelolaan keuangan 

menjadi kebutuhan penting untuk mendukung efektivitas pelayanan kesehatan di 

tingkat puskesmas. 

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi dan sistem 

digital dalam pengelolaan keuangan di Puskesmas Suwawa sudah mulai 

diterapkan, tetapi belum optimal. Kendala yang ditemukan antara lain jaringan 

internet yang tidak stabil, perangkat komputer yang terbatas, serta kemampuan 

sumber daya manusia yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan 
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pengelolaan keuangan berbasis teknologi. Selain itu, perubahan regulasi yang 

cukup dinamis juga belum sepenuhnya diikuti dengan penyesuaian prosedur kerja 

dan peningkatan kapasitas pegawai. 

Berdasarkan kondisi tersebut, adaptasi teknologi pengelolaan keuangan di 

Puskesmas Suwawa perlu dikaji lebih mendalam dalam perspektif Public Financial 

Management (PFM). Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

proses adaptasi teknologi berlangsung, faktor-faktor yang mendukung dan 

menghambatnya, serta sejauh mana penerapan teknologi tersebut mampu 

memperkuat efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan di Puskesmas Suwawa Kabupaten Bone Bolango.  

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam proses adaptasi teknologi 

pengelolaan keuangan dalam perspektif Public Financial Management (PFM) di 

Puskesmas Suwawa Kabupaten Bone Bolango. Pendekatan ini dipilih karena 

penelitian berfokus pada pengalaman, praktik, serta kendala yang terjadi dalam 

penggunaan sistem informasi keuangan di lingkungan puskesmas. Penelitian 

kualitatif memungkinkan peneliti memahami kondisi nyata di lapangan secara lebih 

menyeluruh melalui pandangan dan pengalaman para informan yang terlibat 

langsung dalam pengelolaan keuangan (Creswell, 2019). 

Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam 

proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Penelitian dilaksanakan di Puskesmas Suwawa Kabupaten Bone Bolango selama 

tiga bulan, yaitu November 2025 sampai Januari 2026. Kehadiran peneliti 

dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan aktivitas pelayanan kesehatan 

dan administrasi di lokasi penelitian agar proses penelitian tidak mengganggu 

pelayanan kepada masyarakat. 

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data 

primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dipilih menggunakan 

teknik purposive sampling, yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam 

pengelolaan keuangan dan penggunaan sistem informasi keuangan, seperti 

kepala puskesmas, bendahara, operator sistem, staf administrasi, dan pihak dinas 

kesehatan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen keuangan, 

laporan anggaran, arsip administrasi, dan data dalam Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah (SIPD) yang digunakan untuk mendukung dan 

memverifikasi hasil wawancara. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas pengelolaan 

keuangan dan penggunaan aplikasi keuangan di puskesmas secara langsung. 

Wawancara dilakukan secara fleksibel sesuai ketersediaan informan untuk 

memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait penggunaan teknologi 

pengelolaan keuangan. Selain itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan 
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berbagai dokumen pendukung seperti laporan keuangan, bukti transaksi, dan 

dokumen kegiatan yang relevan dengan penelitian. 

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana 

yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Analisis dilakukan secara terus-menerus selama 

penelitian berlangsung agar data yang diperoleh dapat disusun secara sistematis 

dan menghasilkan temuan yang relevan. Melalui proses tersebut, peneliti dapat 

memahami hubungan antara penggunaan teknologi keuangan dengan penerapan 

prinsip-prinsip PFM di lingkungan Puskesmas Suwawa (Miles, Huberman, & 

Saldana, 2020). 

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menggunakan teknik 

triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Teknik ini dilakukan 

dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar data 

yang diperoleh lebih valid dan dapat dipercaya. Penelitian juga dilaksanakan 

melalui beberapa tahapan, yaitu tahap pra lapangan, pekerjaan lapangan, analisis 

data, serta evaluasi dan pelaporan hasil penelitian sehingga proses penelitian 

berjalan secara sistematis dan terarah 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penerapan teknologi dalam pengelolaan keuangan di Puskesmas Suwawa 

menunjukkan adanya perubahan dari sistem manual menuju sistem berbasis 

digital melalui penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). 

Penggunaan sistem ini membantu proses pencatatan, pelaporan, dan 

pemantauan penggunaan anggaran menjadi lebih terstruktur dibandingkan 

sebelumnya. Dalam perspektif Public Financial Management (PFM), transformasi 

digital merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan publik 

agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel (Kristensen et al., 2019). Kondisi ini 

menunjukkan bahwa digitalisasi mulai mengubah pola administrasi keuangan di 

tingkat pelayanan kesehatan dasar. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIPD membantu 

meningkatkan keandalan anggaran di Puskesmas Suwawa. Setiap kegiatan 

pelayanan kesehatan yang direncanakan telah dihubungkan dengan alokasi 

anggaran dalam sistem sehingga memudahkan pemantauan realisasi anggaran 

secara berkala. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem digital tidak hanya 

berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian 

penggunaan dana agar tetap sesuai dengan perencanaan kegiatan. Cangiano et 

al. (2019) menjelaskan bahwa keandalan anggaran merupakan indikator penting 

dalam PFM karena mencerminkan kemampuan organisasi dalam menjaga 

kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran. 

Selain itu, penggunaan sistem informasi keuangan juga memperkuat 

keterpaduan antara proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan 

keuangan. Dalam praktiknya, data penggunaan anggaran dapat dipantau lebih 

cepat dibandingkan sebelumnya yang masih bersifat manual. Kondisi ini sejalan 

dengan pandangan Rahman dan Suryanto (2022) yang menyebutkan bahwa 
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transformasi digital dalam pengelolaan keuangan publik mampu meningkatkan 

efisiensi administrasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan dalam 

organisasi pemerintah. 

Meskipun demikian, keandalan anggaran belum sepenuhnya optimal 

karena pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan sering mengalami 

penyesuaian sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan. Beberapa kegiatan 

membutuhkan perubahan waktu maupun bentuk pelaksanaan sehingga realisasi 

anggaran tidak selalu sesuai dengan rencana awal. Dalam perspektif PFM, 

kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran sektor publik harus 

memiliki fleksibilitas tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas (International 

Monetary Fund, 2023). Oleh karena itu, sistem digital perlu mampu mendukung 

kebutuhan pelayanan yang bersifat dinamis. 

Penelitian juga menemukan bahwa penggunaan sistem informasi keuangan 

mulai meningkatkan transparansi pengelolaan dana di Puskesmas Suwawa. 

Informasi penggunaan anggaran menjadi lebih mudah dipantau oleh pimpinan 

karena data transaksi telah tercatat dalam sistem dan dapat dilihat secara 

berkala. Sebelumnya, informasi penggunaan anggaran baru dapat diketahui 

setelah laporan selesai disusun secara manual. Temuan ini mendukung 

pandangan Utami dan Hapsari (2022) yang menyatakan bahwa digitalisasi 

sistem keuangan mampu meningkatkan keterbukaan informasi dan memperkuat 

transparansi pengelolaan dana publik. 

Selain meningkatkan transparansi, sistem digital juga membantu proses 

penyusunan laporan keuangan karena sebagian pencatatan telah dilakukan 

secara otomatis melalui aplikasi. Hal ini memperlihatkan bahwa penggunaan 

teknologi memberikan kemudahan dalam pengelolaan administrasi keuangan di 

tingkat puskesmas. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Sari dan 

Rahmawati (2021) yang menjelaskan bahwa implementasi sistem informasi 

keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan 

pemerintah melalui pencatatan data yang lebih sistematis dan terintegrasi. 

Namun demikian, transparansi digital di Puskesmas Suwawa masih 

menghadapi beberapa kendala teknis dan administratif. Tidak semua transaksi 

dapat langsung diinput ke dalam sistem karena petugas harus mengumpulkan 

dokumen kegiatan terlebih dahulu sebelum melakukan pencatatan. Selain itu, 

keterbatasan jaringan internet dan perangkat komputer juga sering menghambat 

proses input data keuangan. World Bank (2023) menjelaskan bahwa 

keberhasilan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan publik sangat 

dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi dan dukungan organisasi dalam 

menjalankan sistem digital secara berkelanjutan. 

Dalam aspek kontrol pelaksanaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Puskesmas Suwawa telah memiliki mekanisme pengendalian penggunaan 

anggaran melalui prosedur administrasi, verifikasi dokumen, serta pemeriksaan 

laporan kegiatan. Setiap kegiatan yang menggunakan dana harus melalui proses 

persetujuan pimpinan dan dilengkapi dengan dokumen pendukung sebelum 

dicatat dalam sistem. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa kontrol 
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pelaksanaan sudah berjalan secara administratif dan menjadi bagian penting 

dalam pengelolaan keuangan puskesmas. Temuan ini sesuai dengan konsep 

Hughes (2018) yang menyatakan bahwa pengendalian administrasi merupakan 

elemen utama dalam manajemen pelayanan publik modern. 

Walaupun demikian, efektivitas kontrol pelaksanaan masih dipengaruhi oleh 

keterlambatan penyerahan dokumen kegiatan oleh pelaksana program. Dalam 

beberapa kasus, laporan kegiatan dan bukti penggunaan dana baru diserahkan 

setelah kegiatan selesai cukup lama sehingga proses pencatatan keuangan 

menjadi tertunda. Kondisi ini menyebabkan kontrol penggunaan dana belum 

dapat dilakukan secara optimal dan real time sebagaimana yang diharapkan 

dalam sistem pengelolaan keuangan berbasis digital. Cordella dan Tempini 

(2020) menjelaskan bahwa penerapan e-government tidak hanya memerlukan 

teknologi, tetapi juga perubahan budaya kerja dan kedisiplinan organisasi agar 

sistem dapat berjalan efektif. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur 

pengelolaan keuangan di Puskesmas Suwawa secara umum telah diterapkan 

melalui aturan administrasi yang berlaku. Pelaksana kegiatan diwajibkan 

membuat rencana kegiatan, menyusun laporan, dan melengkapi bukti 

penggunaan dana sesuai ketentuan. Penggunaan SIPD turut membantu 

meningkatkan keteraturan administrasi karena setiap transaksi harus disertai 

dokumen pendukung sebelum diinput ke dalam sistem. Temuan ini mendukung 

pendapat Hidayat dan Sari (2021) yang menyatakan bahwa penerapan e-

government berpengaruh positif terhadap peningkatan akuntabilitas dan 

kepatuhan administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Di sisi lain, kepatuhan terhadap prosedur masih menghadapi tantangan 

karena sebagian besar petugas yang mengelola keuangan berlatar belakang 

tenaga kesehatan, bukan keuangan atau teknologi informasi. Kondisi tersebut 

menyebabkan proses adaptasi terhadap sistem digital membutuhkan waktu dan 

penyesuaian. Guenduez et al. (2020) menjelaskan bahwa keberhasilan 

penggunaan teknologi dalam administrasi publik sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan sumber daya manusia dalam memahami dan mengoperasikan 

sistem digital. Dengan demikian, keterbatasan kompetensi teknis menjadi salah 

satu faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan SIPD di Puskesmas 

Suwawa. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa adaptasi 

teknologi pengelolaan keuangan di Puskesmas Suwawa telah memberikan 

kontribusi positif terhadap peningkatan keandalan anggaran, transparansi, 

kontrol pelaksanaan, dan kepatuhan prosedur dalam perspektif Public Financial 

Management (PFM). Namun, implementasinya belum sepenuhnya optimal 

karena masih dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur teknologi, kapasitas 

sumber daya manusia, serta dinamika pelayanan kesehatan di lapangan. Oleh 

karena itu, diperlukan penguatan pelatihan, dukungan infrastruktur, dan 

peningkatan disiplin administrasi agar pemanfaatan sistem informasi keuangan 

dapat berjalan lebih efektif dan mendukung tata kelola keuangan publik yang 
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lebih baik. Temuan ini sejalan dengan Andrews et al. (2020) yang menekankan 

bahwa keberhasilan reformasi birokrasi dan digitalisasi sektor publik sangat 

bergantung pada penguatan kapasitas organisasi dan kemampuan adaptasi 

institusi terhadap perubahan.  

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, adaptasi teknologi 

pengelolaan keuangan di Puskesmas Suwawa Kabupaten Bone Bolango 

menunjukkan adanya perubahan dari sistem manual menuju sistem berbasis digital 

melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Penerapan 

sistem tersebut telah membantu meningkatkan keandalan anggaran, transparansi, 

kontrol pelaksanaan, dan kepatuhan prosedur dalam pengelolaan keuangan. Dari 

sisi keandalan anggaran, penggunaan SIPD mempermudah proses perencanaan, 

pencatatan, dan pemantauan penggunaan anggaran secara lebih terstruktur 

sehingga realisasi anggaran dapat dipantau secara berkala. Dalam aspek 

transparansi, sistem digital membantu proses pencatatan dan pelaporan keuangan 

menjadi lebih sistematis dan mudah diakses oleh pimpinan maupun pihak terkait. 

Selain itu, kontrol pelaksanaan pengelolaan keuangan juga mengalami 

perkembangan melalui mekanisme verifikasi dokumen, pencatatan transaksi, dan 

pengawasan penggunaan anggaran yang dilakukan melalui sistem digital. Pada 

aspek kepatuhan prosedur, penggunaan SIPD membantu meningkatkan 

keteraturan administrasi keuangan karena setiap transaksi dan penggunaan dana 

harus didukung oleh dokumen administrasi yang sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

Meskipun demikian, implementasi adaptasi teknologi pengelolaan keuangan 

di Puskesmas Suwawa belum sepenuhnya optimal. Hal ini dipengaruhi oleh 

beberapa kendala, seperti keterbatasan jaringan internet, perangkat komputer yang 

belum memadai, keterlambatan penyampaian dokumen administrasi, serta 

kemampuan sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan dalam 

penggunaan sistem digital. Selain itu, dinamika pelayanan kesehatan di lapangan 

juga menyebabkan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran sering 

memerlukan penyesuaian sehingga proses pencatatan dan pelaporan belum selalu 

berjalan secara real time. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tahap adopsi 

teknologi pengelolaan keuangan di Puskesmas Suwawa masih berada pada tahap 

berkembang dan masih memerlukan penguatan dalam implementasi, peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia, dukungan infrastruktur teknologi, serta 

peningkatan kedisiplinan administrasi agar penerapan sistem informasi keuangan 

dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip Public 

Financial Management (PFM). 
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